
 

 
S A L I N A N 

 

 

 
 

B U P A T I  T A N A H  L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 97 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2020  

TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) di Tahun 2020 yang dinyatakan dengan 

ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID -19) sebagai Bencana Nasional, 

banyak masyarakat yang pendapatannya berkurang  

maupun mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

sehingga tidak mampu membayar iuran kesehatan yang 

berakibat ibu hamil tidak ada pembiayaan persalinannya; 

b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2020 Dana Jaminan Persalinan hanya untuk Keluarga tidak 

mampu dan tidak ada penjaminan kesehatan, sehingga 

perlu dicarikan solusi untuk keluarga tidak mampu yang 

tidak aktif pembiayaan kesehatan karena tidak mampu 

membayar iuran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
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Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif 

Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1790); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 

Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 25); 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2020 

TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

NONFISIK BIDANG KESEHATAN. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 

2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai 

berikut : 
 

1. Ketentuan Bab II Jenis dan Biaya Perjalanan Dinas Bantuan Operasional 

Kesehatan diubah, sehingga Bab II berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB II 

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS  

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN 

 

2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf g, sehingga 

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 9 
 

Besaran biaya pertolongan persalinan adalah sebagai berikut : 

a. biaya Pertolongan Persalinan Normal oleh Bidan maksimal 

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang pelayanannya tidak 

berbatas waktu dan tidak bisa dibayarkan ditahun berikutnya; 

b. biaya Pertolongan Persalinan dan Perawatan Pasien Jaminan 

Persalinan  (Tahun 2020 tidak dapat digunakan untuk membayar 

biaya tahun sebelumnya yang tidak terbayarkan); 

c. biaya Jasa Pelayanan ANC maksimum Rp50.000,00 (lima puluh ribu 

rupiah) dan jumlah pelayanan setiap ibu bersalin maksimal 4 

(empat) kali dengan frekuensi waktu pelayanan sesuai standar 

pelayanan ANC; 

d. paket biaya Pelayanan Kesehatan Pasien Jaminan Persalinan 

perawatan dan persalinan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas beserta 

perawatan bayi baru lahir di RSUD maksimal Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah); 

e. biaya Persalinan dan pelayanan ANC difasilitas kesehatan semuanya 

digunakan sebagai jasa pelayanan sedangkan pelayanan di RSUD 

dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD;  

f. biaya jasa pengambilan sampel dalam pelaksanaan SHK sebesar 

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan 

g. sasaran Jaminan Persalinan adalah warga kabupaten Tanah Laut 

atau dari luar Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari keluarga 

tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau 

mempunyai jaminan kesehatan yang tidak aktif karena 

ketidakmampuan membayar iuran. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 
 

   Ditetapkan di Pelaihari 

   pada tanggal 22 Juli 2020 
 

       BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

              H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari     

pada tanggal 22 Juli 2020 
 

  SEKRETARIS DAERAH      

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd   

      

      H. DAHNIAL KIFLI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 97 


